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ABSTRACT

Income Tax Article 21, which is often referred to as Income Tax Article 21, is a tax
on income, namely in the form of salaries, wages. honoraria, allowances, and other
payments in whatever name and form in connection with a job or position. services, and
activities carried out. by private persons. The purpose of this study was to see the
procedure for payment and reporting of Article 21 income tax that has been carried out by
the Regional Secretariat of Muara Enim Regency. The background of this research is to
avoid additional costs resulting from errors or delays in calculating Income Tax deductions
or reporting from Civil Servants at the Regional Secretariat of Muara Enim Regency.

The research method used in this research is descriptive method. Data collection
techniques used for this research are library research and documentation. Data analyzer
related to income tax payment alternatives Article 21. The results of this study indicate that
the treasurer salaries of the Regional Secretariat of Muara Enim Regency have an
important role in the payment and reporting of income tax on employee salaries at the
Regional Secretariat Office of Muara Enim Regency.

Keywords: Effectiveness, Payment, Reporting, Income Tax Article 21
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ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sering di sebut dengan PPh Pasal 21 ialah pajak
atas dari sebuah penghasilan yaitu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan sebuah
pekerjaan atau jabatan, jasa.dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk melihat prosedur pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan
Pasal 21 yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim. Latar
belakang penelitian ini untuk menghindari timbulnya penambahan biaya akibat dari
kesalahan atau keterlambatan dalam memperhitungkan pemotongan atau pelaporan Pajak
Penghasilan dari Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Metode penclitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan dan dokumentasi. Penganalisa data yang berhubungan alternatif pembayaran
Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil dari penclitian ini memperlihatkan bahwa bendaharawan
gaji  Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim memiliki peranan penting dalam
pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan atas gaji pegawai pada Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Kata Kunci : Keefektifan, Pembayaran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan dari sebuah perekonomian di Indonesia maka akan
diikuti pula dengan suatu kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Pajak dipandang suatu
bagian yang sangat penting dalam sebuah penerimaan oleh negara. Pajak merupakan
salah satu pendapatan negara yang utama pada saat ini selain penerimaan negara dari
minyak dan gas bumi, maka dari itu pemerintah berusaha untuk memaksimalkan
penerimaandari sektor pajak itu sendiri.

Dalam era pemungutan pajak sekarang ini, pemerintah menghadapi banyak dari
berbagai permasalahan yang timbul. Adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan
oleh wajib pajak maupun oknum - oknum pemungut pajak, hal ini menyebabkan
negara dirugikan karena kurangnya kesadaran warga negara dalam memenuhi
kewajiban kenegaraanya.

Pemerintah sendiri melakukan perubahan Peraturan Perpajakan dalam
kewenangannya untuk mengurangi celah praktek pengelapan pajak atau pun
penghindaran pajak. Perubahan peraturan ini diharapkan agar wajib pajak tidak
terbebani dengan besarnya pajak yang harus dibayarkannya dan  mengurangi
seminimal mungkin kewajiban pajak yang dikenakan bagi wajib pajak serta beban
yang dipikul, sehingga mampu mengurangi usaha-usaha penghindaran pajak atau
praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Salah satu
contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Perubahan pada tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bergulir cepat sejak

runtuhnya rezim kekuasaan orde baru adalah proses perubahan dalam segala bidang,



cita —cita untuk mewujudkan negara yang maju memacu perubahan—perubahan
yang mendasar diberbagai sektor dan tahapan. Peraturan dari perpajakan selalu
disempurnakan sejalan dengan suatu perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu
dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu
mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satunya ialah terhadap UU Pajak

Penghasilan.

Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih
memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih
dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang—
undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, dan Undang — undang Pajak Penghasilan No.
10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang Pajak Penghasilan
No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.
Perubahan Undang — undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap
berpegang teguh pada prinsip — prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu
keadilan, kemudahan / efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara serta

tetap mempertahankan self assessment system.

Pemungutan pajak dengan self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang, dalam self assessment system wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung,
menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut Undang—undang pada suatu
masa pajak, sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi. Hal ini berarti bahwa
wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut Peraturan Undang — undang
mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya ke

Kantor Pelayanan Pajak (KPP).



Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam self assessment system,
mewajibkan kepada wajib pajak untuk memliki kemampuan dalam memahami dan
menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap
peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta
menyadari akan pentingnya membayar pajak. Telah banyak upaya perubahan untuk
memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak
wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan

Pasal 21 dalam hal penghitungan, pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya.

Selain ketentuan Peraturan Undang — undang Perpajakan diatas, dasar hukum yang
dipakai dalam penghitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 adalah
Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER- 31/PJ./2009. Begitu banyak peraturan yang
telah dikeluarkan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi
pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan
yang sering terjadi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya
secara penuh termasuk salah satunya ialah Pegawai kantor Pemerintahan yang juga
berstatus sebagai wajib Pajak. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau
proses penahapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya perubahan
Undang-undang Perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak juga dapat memenuhi

kewajiban perpajakannya secara lebih baik.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang harus disetorkan ke kas Negara dan
penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 harus menggunakan dokumen yang diperlukan
untuk diserahkan ke kantor pajak. Dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji
pegawai tetap terdapat mekanisme yang harus dipatuhi. Perlu adanya pembahasan yang
menunjukkan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang selama ini

terjadi apakah telah sesuai dengan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-



31/PJ/2012, sehingga perlu adanya penelitian mengenai kesesuaian penghitungan

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak panghasilan.

Dalam penelitian ini untuk menghitung Pajak Penghasilan yaitu dengan mengalikan
tarif PPh dengan Penghasilan kena Pajak (PKP). Sedangkan tarif PPh dibedakan menjadi

dua yaitu :

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2005 s.d. 2008
Tabel 1.1

Tarif Pasal 17, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5%
Diatas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00 10%

Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp

15%
100.000.000,00

Diatas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp

25%
200.000.000,00

Diatas Rp 200.000.000,00 35%




2. Wajib Pajak Orang Pribadi Mulai Tahun 2009.
Tabel 1.2

Tarif Pasal 17, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan penghasilan kena pajak Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp
15%
250.000.000,00
Diatas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp
25%
500.000.000,00
Diatas Rp 500.000.000,00 30%

Untuk menghitung penghasilan kena pajak orang pribadi adalah jumlah
penghasilan bersih dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan PTKP

sebagai berikut :

1. PTKP Tahun 2005 s.d. 2008

a. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri wajib pajak
orang pribadi.

b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak
yang kawin.

c. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk
seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan
syarat : Istri sebagai karyawati yang memperoleh penghasilan yang telah
dipotong PPh 21, dan pekerjaan istri tidak ada hubungan dengan usaha dan

pekerjaan bebas suami.



d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus
serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga)
orang untuk setiap keluarga.

2. PTKP Mulai Tahun 2009

a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk
diri Wajib Pajak orang pribadi.

b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk
wajib Pajak yang kawin.

c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan;

d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk
setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan
lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3

(tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto

dikurangi dengan biaya jabatan:

1. Biaya Jabatan Tahun 2006 s.d. 2008
Biaya Jabatan, vyaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah
Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau

Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan.



2. Biaya Jabatan Mulai Tahun 2009
Besarnya Biaya Jabatan mulai 1 Januari 2009 telah berubah. Ketentuan tersebut
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 250/PMK. 03/2008.
Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk
penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar
5% dari Penghasilan Bruto, setinggi- tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp

500.000,00 sebulan.

Untuk pelaporan pajak pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, telah
menggunakan proses E-billing. Untuk PPh 21 yang telah dilakukan proses lewat E-billing

pada tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp. 637.610.661,-

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka peneliti mengajukan skripsi
dengan konsentrasi Keuangan Negara khususnya mengenai perpajakan tentang pajak atas
penghasilan atas gaji pegawai pemerintahan dengan judul “kefektifan prosedur,
pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada kantor

sekretariat daerah kabupaten muara enim”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana keefektifan prosedur pembayaran dan pelaporan
pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Bupati Muara Enim telah sesuai

dengan Undang - undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ?”



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah
Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan
Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Bupati Muara Enim telah sesuai dengan

Undang-undang perpajakanNomor 36 Tahun 2008?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian berjudul kefektifan prosedur pembayaran dan pelaporan
pajak penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Bupati Muara Enim
telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ini

mempunyai manfaat yaitu:

1) Manfaat Teoritis
Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah
pengetahuan dan wawasan untuk penulis dan pembaca tentang
perpajakan, serta dapat memberikan kontribusi dalam bidang
administrasi negara khususnya pada kajian administrasi keuangan
negara.

2) Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan

masukan untuk pemerintah khususnya pemerintah Muara Enim.



DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
Rineka Cipta, Jakarta.

Aries, Djaenuri, 2019, Sistem Pemerintahan Daerah, Universitas Terbuka, Jakarta.

Barata, Atep, 2017, Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan, Arfino Raya,
Bandung.

Diaz Prianta dan Wirawan B. llyas, 2015, Perpajakan Indonesia, Mitra
Wacana Media, Jakarta.

Djuanda Gustian dan Lubis Irwansyah, 2019, Pelaporan Pajak Penghasilan (Edisi
Revisi), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Nurcholis, Hanif, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah, Grasindo,
Jakarta.

Mardiasmo, 2019, Perpajakan, Andi, Yogyakarta.

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2019.
https://jdihn.go.id/files/272/8b9255b017dd153072eb0e3ea9489083 Perbub%2055%20
tahun%202019 compressed.pdf (diakses pada tanggal 27 Desember 2020).

Rusmana, Oman, 2017, Akutansi Pemerintahan Daerah (Edisi 1), Salemba 4, Jakarta
Selatan.

Siagian P, Sondang, 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
Alfabbeta, Bandung.

Yani, Ahmad, 2009, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Edisi
Revisi), Adipati Pustaka, Bandung.



	6625711a31c929cef09ca37440cd56288a1bcdcbf820a17372c47dbfdcf3a811.pdf
	SKRIPSI
	Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
	Ilmu Administrasi Publik

	6625711a31c929cef09ca37440cd56288a1bcdcbf820a17372c47dbfdcf3a811.pdf
	6625711a31c929cef09ca37440cd56288a1bcdcbf820a17372c47dbfdcf3a811.pdf
	82600af1f7d5960e00fa138316bd4bb8d93f8b2033754abc5f0b70bd28f5a8b5.pdf
	6625711a31c929cef09ca37440cd56288a1bcdcbf820a17372c47dbfdcf3a811.pdf
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
	1. Tujuan Penelitian
	2. Manfaat Penelitian
	DAFTAR PUSTAKA


